
 
 
 

 

 
 

 
 

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS 
 

                          NOMOR  :  061/151/2018 061/  170 /2017 
 

TENTANG 
 

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS 
TAHUN ANGGARAN 2019 

  

 

BUPATI  KUDUS, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan 

Rencana Kerja Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat 
Daerah antara lain mendasarkan pada standar satuan 

harga ; 

  b. bahwa dengan adanya standar satuan harga 
sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan 

pengelolaan keuangan daerah dapat terselenggara 
secara tertib, efektif, efisien, ekonomi, transparan dan 
akuntabel; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Keputusan Bupati tentang Standar Satuan Harga 
Pemerintah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2019; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah  Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ; 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4287 ) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ; 
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4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ; 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421) ; 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5495);  

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679);  

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;  

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ; 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5533) ; 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5717);  
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang 
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6057); 

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 

tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti 
Rugi Keuangan dan Material Daerah ; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 
Pemerintahan Daerah ; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan 
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
214); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 
2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093); 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

547); 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825); 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor  3 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor  99); 
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23. Peraturan Bupati Kudus Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa 
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 
28); 

24. Peraturan Bupati Kudus Nomor 43 Tahun 2015 
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 
Nomor 43); 

 

 

MEMUTUSKAN : 

 

 

Menetapkan :  

KESATU : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus 

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan ini. 

KEDUA : Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Kudus 

Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud Diktum 
KESATU merupakan harga tertinggi dan sudah 

termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 % 
(sepuluh persen) dikecualikan pada satuan harga yang 
menurut ketentuan bukan merupakan obyek yang dapat 

dikenakan Pajak  Pertambahan Nilai (PPN). 

KETIGA : Dalam pelaksanaan Standar Satuan Harga sebagaimana 

dimaksud Diktum KESATU harus mendasarkan 
ketentuan sebagai berikut : 

a. pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaannya 

berpedoman pada harga pasar yang berlaku ; 

b. harga pasar diperoleh dengan membandingkan paling 
sedikit 3 (tiga) penyedia barang/jasa yang dilakukan 

secara obyektif sesuai ketentuan peraturan yang 
berlaku ; 

c. patokan harga satuan untuk kendaraan bermotor 
operasional dinas, suku cadang kendaraan bermotor, 
buku-buku perpustakaan ditetapkan mendasarkan 

pada harga dasar yang dikeluarkan oleh Agen 
Tunggal Pemegang Merk (ATPM) dan harga penerbit ; 

d. patokan harga satuan obat-obatan generik dan non 

generik pelaksanaan pengadaan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku;  

e. pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mengacu 
pada harga satuan dalam e-catalog Lembaga 

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
(LKPP) pada website e-catalog.lkpp.go.id,  sepanjang 
barang/jasa tersebut tersedia/sesuai dengan 

spesifikasi yang dibutuhkan dan lebih efisien; dan  



 

5 

 

 

f. pelaksanaan pengadaan barang dan pemeliharaannya 

harus tetap memenuhi asas akuntabilitas serta tidak 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam rangka 
mewujudkan efisiensi anggaran dan efektivitas 

program sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

 

KEEMPAT : Apabila dalam anggaran berjalan terdapat : 

a. kenaikan harga/harga pasar yang melebihi harga 
tertinggi sebagaimana dimaksud dalam Keputusan 
ini, sebagai akibat fluktuasi mata uang rupiah yang 

berdampak nasional akan ditetapkan perubahan yang 
diatur lebih lanjut oleh Bupati; dan 

b. penambahan/perubahan jenis dan harga barang yang 

belum diatur sebagaimana dimaksud dalam 
Keputusan ini, pelaksanaan/pengadaannya wajib 

mendapatkan izin tertulis dari Bupati. 

 
KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus. 

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
  

 

 

 

 

 
 

 
 

Ditetapkan di Kudus 

pada tanggal   25   September 2018 
 

BUPATI  KUDUS, 
 

 
 

MUHAMMAD TAMZIL 
Tembusan : 

1. Wakil Bupati Kudus; 
2. Ketua DPRD Kabupaten Kudus; 

3. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan  
Pemerintah Kabupaten Kudus. 

 


